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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Runtuhnya Orde Baru pada pada Era 98  terdapat perubahan mendasar 

terhadap perjalanan politik ketatanegaraan di Indonesia. Perubahan yang terjadi 

yaitu pergeseran pola pemberian kebijakan dari tingkat pusat menuju tingkat  

daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perubahan tersebut didasari oleh 

perubahan yang terjadi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indosnesia 

1945 (disingkat UUD NRI 1945 untuk seterusnya) yaitu perubahan terhadap pasal 

18 UUD NRI 1945 yang mengatur kewenangan pemerintahan tingkat daerah yang 

memberikan perubahan, namun setelah amandemen, pemerintah daerah memiliki 

hak dalam mengatur dan mengatur pemerintahan daerah secara otonom, selain 

urusan umum sebagaimana diatur dengan undang-undang, ditetapkan menjadi 

urusan pusat. 

Amanedemen dengan pasal 5 UUD NRI 1945 pada 19 Oktober 1999 

dimana dijelsakan bahwa Presiden memiliki kewenangan mengesahkan 

Perundang-undangan dengan persetujusn Dewan Perwakilan Rakyat (disingkat 

DPR untuk seterusnya) telah diubah  pada sidang Majelis Permusyawaratan 

Rakyat (disingkat MPR untuk seterusnya) sehingga berbunyi presiden mempunyai 

kewenangan untuk mengusulkan Rancangna UU kepda Dewan Perwakilan 

Rakyat. Perubahan tersebut menghasilkan pasal amandemen yaitu pasa1 20ayat (l) 

UUD NRI l945 dimana pasal tersebut mengambalikan fungsi legislasi DPR secara 
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utuh. Setalah adanya perubahan tersebut DPR mempunyai mempunyai wewenang 

yang besar dalam membentuk Undang-Undang.  

Adanya amandemen terhadap UUD NRI 1945 juga memberikan 

perubahan pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ( disingkat DPRD uuntuk 

seterusnya) dimana DPRD berhak membentuk PeraturannDaerah dengan disetujui 

kepala daerah. Reformasi dibidang legislatif juga melahirkan Undang-Undang 

Pemerintahan Daerah yaitu Undang-Undang Nomorr 22 Tahun l999 mengenai 

Pemerintahan Daerah yanggmemberikan wewenang kepada Pemerintah Daerah 

dalam mengatur pemerintahan secara otonomi, bukan lagi sentralistik.   

Pemahaman mengenai Pemerintahan Daerah pada  saat ini dikenal sebagai 

penyelenggara kerja pemerintahan yanggdilakukan oleh Pemerintah Daerah dan 

DPRD menurut asas otonom dan juga kerja pembantuan berdasar Prinsip otonom 

yang luas tetapi masih dalam aturan dan prinsip NKRI.1 Begitu juga dengan 

DPRD yang saat ini dikenal sebagai unsur pemilihan anggota pemerintahan 

daerahnya melalui pemilihanuumum maupun pengangkatan serta telah diambil 

sumpah dan dilantik oleh Mentri Dalam Negeri atas nama Presiden yang 

susunananya mewakili seluruh rakyat daerah.2 

Lembaga perwakilannrakyat daerah yang dikenal sebagai DPRD 

merupakan lembagaayang mempunyai kedudukan yang penting pada sistem 

demokrasi, yang mempunyai kaitan kuat dengan otonomidaerah. DPRD yang 

dipilih langsung oleh rakyat pada pemilu mempunyai peran penting untuk 

                                                                 
1 Pipin Syarifin dan Dedah jubaedah, Ilmu Perundang-undangan, (Bandung: CV. Pustaka 

Setia, 2012), hlm 66.   
2 Siswanto Sunarno, Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 

2008), hlm 66.   
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melaksanakan proses demokrasi di tingkat daerah.3 Meskipun pada 

pelaksanaannya dilapangan DPRD belum menjalankan tugasnya dengan optimal, 

justru dalam praktiknya DPRD masih sering mengaburkan makna dari demokrasi 

itu sendiri.4 

Terjadinya perubahan mendasar dalam jabatan, fungsi, tugas dan tanggung 

jawab DPRD serta haknya dan kewajibanya yang disebabkan adanya Undang-

Undang Nomor l7 tahun 20l4 menganai MPR,iDPR,iDPD, dan DPRD dan 

Undang-Undang Nomor 23 thun 20l4 mengenai Pemerintahan Daerah. Perubahan 

yang disebabkan oleh adanya Peraturan  tersebut yaitu adanya penguatan fungsi 

legislasi pada DPRD sebabagai pelaksana pemerintahanndaerah. DPRD memiliki 

kekuasaan yang setara dengan PemerintahhDaerah dalam pembangunan dan 

pendukung ketetapan peraturan PemerintahhDaerah, yang menampung serta 

menyaluran pendapat rakyat hingga sesuai denganikepentingan dan kebutuhan 

rakyat daerah.  

Legislasi merupakan satu dari beberapa fungsi dari 3 (tiga) kewajiban yang 

dimiliki oleh DPRD. Hakikat dari legilasi yaitu untuk memberntuk peraturan 

perundang-undangan. Idealnya pelaksanaan fungsi legislasi yang dilakukan oleh 

DPRD diharapkan mampu untuk menciptakan peraturan lokal yang ambisius dan 

fleksibel dengan tanggung jawab dan kekuatan legislator. Pemberiannkewenangan 

kepada Pemerintahan Daerahuuntuk menetapkan peraturan daerah adalah upaya 

                                                                 
3 Janedjri M. Gaffar, Demokrasi dan pemilu di Indonesia, (Jakarta: Konstitusi Press, 

2013), hlm 37.   
4 Nuri Eviriyanti, Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan sebagai Alat 

Kelengkapan DPRD dalam Menjaga Martabat dan Kehormatan Anggota DPRD Berdasarkan 

Kode Etik DPRD (Studi Pada DPRD Provinsi Jambi), Jurnal Konsitusi Volume III Nomor 1, 

(Jakarta: PKK-FH UNDIP, 2011), hlm 58.   
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untuk memberi keleluasaan kepada Pemerintahan Daerah dalam menetapkan 

aturan daerah yang tepat dengan keadaan lokalistiknya.5 

Dalam menjalankan tugas legislatif DPRD diberi hak untuk mengajukan 

usul RancangannPerda sebagaimana telah diatur pada Pasal 372 huruf (a) 

Undang-UndanggNomor l7 tahun 20l4 tentang MPR,iDPR,iDPD, dan DPRD 

serta Pasal 150 huruf b Undang-Undang Nomorg23 tahun 20l4 mengenai 

Pemerintahn Daerah. Di mana kedua undang-undanggmemberikan dasar hukum 

mengenai hak mengajukan usul Rancangan Peraturan Daerah pada tingkat 

Kabupaten/Kota. 

Pelaksanaan hakiinisiatif oleh para wakil daerah merupakan wujud dari 

kedaulatannrakyat. Hal tersebut sesuai dengan tujuan kedaulatan rakyat yaitu dari 

rakyat untuk rakyat.  

Immanue1 Kant berpendapat:  

“Negara bertujuan untuk meneguhkan hukum dan jaminan kebebasan sipil. 

Maksud dari kebebasan merupakan kebebasan dalam kerangka hukum. Oleh 

karena itu, jika hukum yang berhak menciptakan adalah rakyat, maka hukum itu 

mewujudkan kehendak dan kemauan rakyat. Jadi ini adalah perwakilan dari 

kekuasaan tertinggi, kedaulatan rakyat dan demokrasi”.6 

 

Menurut teori kedaulatan rakyat, adanya kewajiban yang harus dipenuhi 

sebagai tanggung jawab atas kepercayaan yang diberi oleh pemilih dalam pemilu. 

Tapi, mengingat banyaknya Peraturan UU atau peraturan lainya 

yanggmemberikan fleksibilitas kepadaaanggota DPRD dalam mengusulkan 

prakarsa, tampaknya tidak banyak atau bahkan tidak ada gunanya untuk 

menyusun peraturan daerah. Meskipun peraturan perundang-undangan telah 

                                                                 
5 Bandiyah dkk, Analisis Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009-2014 

(Studi Kasus: Kabupaten Toli-Toli, Sulawesi Tengah), Jurnal FISIP Universitas Udayana, (Bali: 

Universitas Udayana, 2014), hlm 1.   
6 Soehino, ilmu negara , (yogjakarta : Liberty 1980). Hlm 161  
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memberikan kewenanggan kepada anggota DPRD untuk mengajukan rancangan 

Perda/hak inisiatif, tapi dalam pelaksanaannya hak inisiatif yang miliki masih 

belum optimal karena masih sedikit usulan PeraturannDaerah berasa1dari DPRD. 

Menurut studi pendahuluan oleh penulis, salah satu daerah yang dinilai 

belum optimal peran dari DPRD Kabupaten dalam melaksanakan Hak Inisiatif 

adalah DPRD Kabupaten Kepahiang. Hal ini dikarenakan masih kurang Inisiatif 

dari DPRD kabupaten Kepahiang untuk mengusulkan rancangan perda 

sebagaimana terdapat pada tabel 1.0 berikut: 

Daftar (Propemperda) Kabupaten Kepahiang tahun 2017 

Table 1 
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Dari tabel di atas DPRD Kabupaten Kepahiang hanya memberikan 5 

(lima) usulan Rancangan Peraturan Daerah (disingkat Raperda untuk seterusnya) 

sedangkan Pemerintah Daerah Mengusulkan 9 (sembilan) Raperda. Maka dari itu 

DPRD Kabupaten Kepahiang dinilai belum optimal dalam melaksanakan hak 

Inisiatif karena mayoritas Raperda berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepahiang. Berdasarkan tugas dan wewenang yang disebutkan pada iUndang-

UndanggNomor l7 Tahun 20l4 mengenaiiMPR,iDPR,iDPD daniDPRD dan 

Undang-UndanggNomor 23 tahun 20l4 mengenai Perda pelaksanaan hak inisiatif 

dari DPRD Kabupaten Kepahiang sangat bertolak belakang dengan ketentuan 

tersebut. Seharusnya sebagai perwakil dari rakyat daerah Kabupaten Kepahiang 

DPRD dituntut untuk memaksimalkan hak inisiatif sebagai bentuk 

pertanggungjawaban moral kepada rakyat. Melalui pemikiran tersebut, penulis 

menganggap bahwa perlu untuk melakukan penelitian pada DPRD Kabupaten 

Kepahiang dengan Judul PELAKSANAAN HAK INISIATIF DPRD 

KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU. 

1.2 RumusaniMasalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakangidiatas sehingga rumusan dari 

permasalahan penelitian sebagai berikut:  

1. Bagaimanaapelaksanaan hak InisiatifiDPRD Kabupaten Kepahiang? 

2. Bagaimana proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten 

Kepahiang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dariipenelitian berdasarkan perumusan masalah yaitu 

sebagaiiberikut: 



7 
 

1. Untuk menganalisis dan membahas terlaksananya hakiInisiatif DPRD 

Kabupaten Kepahiang. 

2. Untuk menganalisis dan membahas proses pembentukan Perda Inisiatif 

DPRD Kabupaten Kepahiang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat teoritis dan praktis sebagai berikut:  

1. ManfaatiTeoritis. 

a. Penelitian diharapkan berguna sebagai bahan referensi dan 

pengembangan ilmu HukummTata Negara serta pengembangan ilmu 

pengetahuan dibidang pelaksanaan Hak Inisiatif DPRD pada tingkat 

Kabupaten/Kota.  

b. Sebagai bahan rujukan dan referensi pengembangan ilmu pengetahuan 

yang akan datang. 

2. Manfaat praktis 

a. Hasi yang penilitian bisa digunakan untuk bahan evaluasi dan masukan 

untuk DPRD dan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepahiang agar 

menjadi lebih baik. 

b. Hasil penelitian dapat berguna bagi rakyat untuk mengetahui kinerja 

DPRD Kabupaten Kepahiang secara transparan, luas dan terbuka dalam 

melaksanakan fungsi legislasi. 

1.5 KerangkaaTeori 

Kerangka teori bertujuan agar dapat mengambarkan atau memberi batasan 

dari teoriiyang digunakan peneliti untuk menjelaskan permasalahan yang sedang 
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diangkat, sehingga penulis bisa menghubungkan pemikirannya dengan teori yang 

digunakan. Adapun teori yang digunakan oleh penulis: 

1.5.1 Teori Kedaulatan Rakyat 

Dalam suatu negara konsep kekuasaan yang tertinggi (supreme authority) 

adalah Kedaulatan (sovereigthy).7 Jack H. Nagel's politik bependapat bahwa teori 

mengenai kekuasaan memiliki aspek lingkuppkekuasaan (power scope) serta 

jangkauannkekuasaan (domain of power).8 Luasnya kedaulatan menjadi masalah 

kegiatan yang terlibat dalam berfungsinya kedaulatan adalah siapa yang memiliki 

kedudukan tertinggi dan  siapa yang mengendalikan apa. Lingkup kekuasaan 

mengacu pada siapa subjek dan pemilik kekuasaan. Pemikiran Nagel tentang 

Kedaulatan rakyat akan digunakan sebagai acuan dalam memahami kedaulatan 

rakyat, terutama mengenai persoalan siapa pemegang kekuasaan tertinggi dalam 

suatu negara 

Jean Bodin adalah seorang pemikir Prancis yang merumuskan Konsepsi 

Kedaulatan secara sadar dan sistematis. Jean Bodin sebagai pengasosiasi 

kedaulatan dengannnegara akhirnya kedaulatan adalah kelengkapan negara. 

Pemahaman tersebut menjadikan kedaulatan terlihat berkapasitas dalam 

melaksanakan kewajiban serta memiliki hak serta kemampuan untuk 

melaksanakan tindakan.9 

Untuk memahami kedaulatanrrakyat sehingga perlu dipahami terdahulu 

mengenai siapa yanggmemegang kekusaan tertinggi di suatu negara. Untuk 

                                                                 
7 Jimly Asshidiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaanya di 

Indonesia,( Jakarta: Icthiar Baru Van Hoeve, 1994), Hlm 9 
8 Mariam Budiharjo, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, (Jakarta: Sinar 

Harapan, 1986) Hlm 14 
9 Ibid. 



9 
 

memahami hal tersebu maka Ada 5  (lima) teori yang dikenal dalam ilmu hukum 

mengenai Kedaulataniyaitu Kedaulatanituhan, kedaulataniRaja, Kedaulatan 

iNegara, Kedaulatan Hukum, dan KedaulataniRakyat. Penjelasanya sebagai 

berikut: 

1. Kedaulatan Tuhan adalah konsep yang menganggap bahwa tuhan 

memegang kekuasaan tertinggi baik secara langsung atau tidak langsung.  

2.  Kedaulatan Raja adalah konsep bahwa kekuasaan tertinggi dalam suatu 

negara dipegang oleh Raja. Setelah masa sekularisasi dan hukum di Erropa 

Pandangan seperti ini mulai muncul.10 

3. Kedaulatan Negara muncul atas dasar dari Kedaulatan Raja. Awalnya 

dalam prinsip kedaulataniRaja pemegang jabatan tertinggi adalah 

pribadiiraja, setalah adanya perkembangan negara nasional modern maka 

konsep Kedaulatan Raja menjelma menjadi Kedaulatan Negara. Sehingga 

terjadi pergeseran pandangan dari awalnya konsep persoanal menjadi 

konsep artifisal.11 

4. Kedaulatan Hukum adalah konsep yangDiasumsikan bahwa kekuasaan 

tertinggi ada di tangan hukum. Ada tiga definisi dari ajaran ini. (b) 

supremasi hukum, yaitu kekuasaan legislatif;  (c) ketiga, mata rantai norma 

dalam  hierarki hukum.  

5. KedaulataniRakyat adalah konsep yang berpandaangan bahwa Kedaulatan 

tertinggi dipegang oleh rakyat. Pemahaman mengenai konsep ini berasal 

dari doktrin Romawi, doktrin ini menyatakan bahwa kekuasaan diperoleh 

dari rakyat (populus) yang dikenal dengan Lex Regia. Pengertian 

                                                                 
10 Jimly Asshiddiqie, op.cit., Hlm 10-11 
11 Abdul Fitriciada, Sistem Pengambilan Keputusan Demokrasi menurut Konstitusi, 

(Surakarta: USM Press, 2000) ,Hlm 22 
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kedaualatan rakyat dapat dipahami sebagai berikut: (a) “Seluruh rakyat” 

dalam suatu wilaya negara diartikan sebagai Rakyat; (b) Rakyat diartikan 

seperti suatuu“Bangsa” (the nation, das Volk); (c) 

Rakyatimeliputipenguasa atau biasa diartikan Korporatis; dan (d) Dewan 

pemilihan (the electorate) memiliki kedaulatan; dan (e) dan Majelis dapat 

mewakili Kekuasaan Rakyat.12 

Untuk lebih memahami mengenai pengertian Kedaulatan Rakyat 

diatas maka dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

a. Kedaulatan Rakyat digambarkan sebagai “seluruhirakyat” pada suatu 

wilayahinegara. 

Rousseau adalah orang yang merumuskan bahwa Kedaulatan 

adalah bentuk dari keinginan general (volonte generale), yaitu semua 

kehedak rakyat yang digabung (volonteedetous). Resseau beranggapan 

bahwa apabilah ketika keinginan publik menyatu sepenuhnya, sehingga 

tidak ada konflik antara keinginan individu dan keinginan negara. Maka 

dari itu keinginan negara tidak boleh ditentang dikarenakan itu merupakan 

kehendak mereka sendiri. Artinya  Negara mejadi RessPublica, republiik, 

berarti ”urusanuumum”. 

Pengertian terbsebut menyebabkan negara mempunyai watak 

totaliter. Konsep Kedaualatan Rakyat tersebut justru mengarah kepada 

tolitairan dan tidak mendoring demokrasi. 

b. Kedaulatan Rakyat diartikan sebagai suatu “Bangsa” 

                                                                 
12  Andrew Vincent, Theories of the State, Basil Blackwell, (Oxford, 1987) Hlm 32. 
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Hegel, Von Savigny adalah orang yang mengemukakan mengenai 

“Bangsa” yang terdapat pada konsep ”jiwaarakyat” (Der Volkgeist). 

Konsepsi ini adalah penjabaran lebih lanjut dari ajaran Resaseau, yaitu 

suatu pondasi nasional yang berasal dari kedaulatan yang menggerakannya 

dalah masyarakat. 

Hegel berpendapat bahwa negara adalah kesatuan melampaui 

individualisme, negara menjadi kepribadian individu. Negara dianggap 

sebagai personifikasi individu dan tujuannya adalah untuk menjaga 

Kemerdekaan Negara.13 Dan juga, Von Savigni berpendapat jika hukum 

berkembang karens alasan reaksi terhadap kekuatan-kekuatan yang 

terdapat dalam luhur negara. Savigny memandang bahwa bangsaadan 

negaraasebagai organisme yang lahir, itumbuh dannberkembang.14  

 Pemikiran seperti ini juga bisa menghasilakan totalitarianisme hal 

tersebut disebabkan adanya penempatan “jiwaaBangsa” sebagai pilihab 

kesadaran yang memiliki sifat historis kultural dan, imistis. 

c. KedaulatannRakyat yangdiartikan bersifattkorporatis 

Pandangan tersebut memandang bahwa rakyat dipandang sebagai 

suatu totalitas dengan penguasa karena rakyat juga meliputi penguasa. 

Dampaknya yaitu penguasa dengan mudah bertindak mengatasnamakan 

rakyat. Penguasa berperilaku layaknya seorang “bapak/kepalaakeluarga” 

                                                                 
13 Franz-Magnis Suseno, Etika Politik,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994) Hlm, 

249. 
14 Franz-Magnis Suseno, Etika Politik,(Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1994) Hlm, 

249. 
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dalam bingkai “kekeluargaan” yang memiliki kekuasaan mengatur dan 

mengharmonisasikan kepentingan “rakyat”.15 

d. Kedaulatan rakyat yang diartikan sebgai kedaulatan badan pemilihan dan 

perwakilan . 

Kedaulatan rakyat dibangun di atas  pengaruh kekuatan masyarakat 

yang sedang berkembang. Orang-orang diidentifikasi secara paralel pada 

mayoritas dan mempunyai pengaruhhbaik di dewannpemilihan maupun 

parlemen. Kedaulatan rakyat merepresentasikan keseimbangan pengaruh 

kekuatan politik yang berkembanggdalam masyarakat. 

Maka dari itu kedaulatani yang terdapat pada pandangan ini 

bersifat pluralistik bukan totalitas. Sehingga untuk bisa mewujudkan 

kedaulatan rakyat yang demokratis harus menggunakan sitstem perwakilan 

atassdasar pluralis pada masyrakat dan tidak berdasarkanttotalitas.  

1.5.2 Teori Legislasi 

Dalam memahami dan menganailisis proses pembentukan dan penyusunan 

peraturan perundang-undangan maka diperlukan teori legislasi untuk 

menjelasakannya. Dengan adanya teori legislasi maka dapat diketahui peratuan 

perundang-undanagan dibuat tepat atau tidak dalam teoriilegislasi. Penggunaan 

istilah teori legilasi merupakan penerjemahan dari bahasaiinggris yaitui, 

LegislationiOfTheory, yang dalam bahasaaBelanda disebut Theory vannde 

wetgevingatau sering dikenal sebagai teori menyusun atauumembuat iundang-

undang.16 

                                                                 
15 Moh. MahfudM.D, Politik Hukum di Indonesia, (Jakarta : LP3ES,1998) Hlm 52 
16 Salim dan Erlies Septiana nurbani, penerapan teori Hukum pada penelitian Tesis dan 

Disertasi,(jakarta ;Raja Grafindo Persada,2016), hlm. 33 
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Berdasarkan pendapat dari Anis iIbrahim legislasii merupakan cara untuk 

membuat peraturan dalam rangka menciptakan hukum yang bernilai baik (yang 

dimaksud peraturan perundang-undangan). Proses yang terjadi dalam legislasi 

diawali melalui tahap iperencanaan,ipenyusunan,ipembahasan, ipengesahan, dan 

pengundanganiserta tahap tahap yang terakhir adalah tahap sosialisasi dari produk 

hukum kepada masyrakat.17 Pendapat Anis Ibrahim menganai legilasi mempunyai 

lingkup yang luas karena tahap sosialisi terhadap peraturan perundang-undangan 

juga menjadi bahan kajian selain dari proses pembuatan perundang-undangan. 

Tahap mengenai sosialisas adalah tahap dimana produk perundanag-undangan 

yang telah dibuat disampaikan kepada masyarakat. Dengan demikian tahap ini 

adalah tahap setelah dilakukannya proses legislasi. 

Black’s Law Dictionary menyebutkan pengertian dari legisasi. Dalam 

buku tersebut lagislasi mempunyai banyak arti diantaranya yaitu :18 (I) The 

demonstration of giving or sanctioning laws; (ii) the ability to make laws; (iii) the 

demonstration of administering; (iv) planning and order of laws; (v) the creation 

of laws by means of enactment, as opposed to court-made laws; (vi) detailing of 

rule for what's to come. Laws instituted by lawmaking body. 

Kesimpulan yang dapat ditarik yaitu teori legislasiiadalah kajian teori 

mengenai iperundang-undangan, dimana membahas mengenai proses 

iperencanaan, ipenyusunan, ipengesahan, danipengundangan. Sehingga 

konsentrasi berdasarkan teoriilegislasi yaitu tahapan dalam membentuk undang-

undang beserta dengan tahapan dalam menyusun undang-undang. 

                                                                 
17 Anis Ibrahim,Disertasi:” Legislasi dalam perspektif Demokrasi: Analisis interaksi 

politik dan hukum  dalam proses pembentukan peraturan daerah di Jawa Timur.”(semarang: 

Undip,2008), hlm. 144 
18 Hendry campbell black,Black’s Law Dictionary,(united state of American: West 

Publishing, 1978), hlm. 809 
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Berdasarkan peraturan perundang-undgnan yang berlakuisaat inii yaitu 

Undang-UndangiNomor l2 Tahun 20l l mengenai PembentukannPeraturan 

Perundang-Undangan, tahapan penyusunan peraturannperundang-undangan yaitu: 

 Perencanaan; 

 Penyusunan; 

 Pembahasan; 

 Pengesahan; 

 Pengundangan. 

1.5.3 Teori Otonomi Daerah 

Asal dari Istilah Otonomi adalah bahasaaYunani. Dimana autooartinya 

sendirii dan Namouns artinya hukumiatauiperaturan. Pengertian dari otonomi juga 

terdapat dalam Encyclopediaaof socia1science, yaitu otonomi adalah The Lega1 

se1f of sufiencyoof cicia1 bodyaand inaactual independece. Otonomi bersifat self 

Goverment / the conditional of 1iving underrone`s own 1aws bila dikaitkan 

dengan politik pemerintahan. Dengan demikianiotonomiidaerah mempunyai 1egal 

se1f Sufiency yang mempunyai sifat Se1f Goverment yang diatur dan diurus oleh 

own laws, sehiangga otonomi daerah mengedepankan aspirasi dari pada kondisi.19 

OtonomiDaerah merupakan hak dan kewajiban yang dimiliki daerah 

dalam mengaturrdan mengrus ursan rumahitangganya sendirii selaras dengan 

aturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang terdapat dalam Kamus 

Hukum yang di tulis oleh Dzulkifli dan Usaman Handoyo.20. 

                                                                 
19 Sarundajang, Arus Balik Kekuasaaan Pusat ke Daerah,(Jakarta : pusat sinar 

harapan ,2007),hlm.33. 
20 Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, Kamus Hukum Dictionary Of Law New Edition, 

(Surabaya: Mahirsindo Utama, 2014), hlm 296.   
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Bedasarkan penjelesan diatas maka hakikat dari otonomi daerah adalah 

sebagai berikut: 21 

a. Pertama hak mengurus rumah tangga sendiri adalah hak daerah otonom. 

Hak tersebut berisi kewenangan untuk menetapkan kebijakan sendiri, 

pelaksanaan dilakukan sendiri, dan juga pembiyayaan serta 

pertanggungjwaban dilakukan secara mandiri. Hak ini berasal dari 

tanggung jawab awal serta urusan pemerintahan serta urusaniyang  

diserahkan kepada idaerah. Inti dari otonomi daerah adalah kemandirian.  

b. Kedua hak serta kewajiban otonomi dalam mengurusiurasan rumahitangga 

pemerintahan daerahihanya dapat dilakukan di wilayah otonomi daerah 

sendiri dan tidak boleh keluar dari perbatasan daerah otomominya. 

c. Ketiga setiap daerah otonom tidak diperbolehkan ikut dalam urusan 

pemerintahan daerah otonomi lain untuk mngatur dan mengurus daerah 

otonminya sesuai dengan hak dan kewengan yang dimilki. 

d. Keempat otonomi suatu daerah tidak dibahwahi oleh daerah otonomi lain, 

Dengan demikian, hak untuk mngantur dan mengurus daerah sendiri tidak 

disubordinasikan dengan kewenangan untuk megurus/mengatur daerah 

urusan pemrinthan lainnya. Oleh karena itu, wilayah otonom secara de 

facto independen, sehingga wilayah otonom tidak mempunyai hubungan 

bertingkat dengan wilayah otonom lain, meski dalam bentuk secara tegak 

lurus maupun mendatar. 

Tujuan  pemberiannotonomi seluas-luasnya ke daerah merupakan upaya 

mempercepat pertumbuhan kesejahteraan  masyarakat melalui perluasan 

                                                                 
21 Syaukani,HR. Menatap Harapan Masa Depan Otonomi Daerah, (Gerbang Dayaku. 

Samarinda: Percetakan Kabupaten Kutai Kalimantan Timur 2018),hlm 148. 
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pelayanan, pemberdayaan dan pelibatan masyarakat. Dalam 1ingkungan strategis 

globalisasiiadanya otonomi daearah yang seluas-luasnya diharapakan daerah bisa 

melakukan peningkatan terhadap daya saing dalam sistim Negara Kesatuan 

Republik indonesia dengan melihat konsep demokrasi, ipemerataan, keadialan, 

ikeistimewaan, kekuasaan hingga kemampuan dan variasi dari daerah.  

Hukum kenegaraan menempatkan otonomi daerah dijalankan dengan 

prinsip negara kesatuan. Hal yang harus dipahami dalam negara kesatuan adalah 

pemegang kedaulatan dalam pemerintahan adalah pemerintah nasional  sehingga 

tidak ada kedaulatan penuh kepada daerah. Dengan demikaian seluas apapun 

otonomi yang dimiliki oleh daerah pertanggungjawabannya akan tetap kembali 

kepada pemerintah pusat.22 

Pemberian kebebasan lebih kepada daerah dalam imengurus dan mengatur 

rumah tanggai pemerintahannya sendiri maka pemerintah pusat dalam membuat 

kebijakan harus mempertimbangkan kepentingan daerah. sehingga pemerintah 

daerah lebih leluasa dan tidak kaku dalam membuat kebijakan yang sesuai dengan 

kearifan lokal yang tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan tatatanan 

hukum nasional serta mampu menampung aspirasi masyrakat dalam membuat 

kebijakan. 

Alasana adanya otonomiidaerah yaitu agar terjalankan asasskedaulatan 

rakytat dan kepentingan setiap daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka akan 

menjaga dan memelihara negara kesatuan karena adanya hak untuk mengurus 

daerah masing-masing. Dengan demikian daerah otonom tidak mempunyai alasan 

untuk keluar dari NKRI karena daerah telah diberikan kebebasan untuk 

                                                                 
22 Mohammad Hatta, Kedaulatan Rakyat, Otonomi dan Demokrasi,(bantul; kreasi 

wacana,2014),hlm 62. 
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menerapkan aturan dan mengurus urusan daerah sendiri dengan tetap diatur oleh 

undang-undanga yang berlaku. Sehingga daerah otonom mendapatkan posisi yang 

baik dalam pemerintahan.23 

Pembentukan Perda atau peraturan umum diterapkan oleh Pemda harus 

cocok dengan kesimbangan atau kepentingan nasional. Maka dilakukan nya hal 

terbut maka akan ada keseimbangan diantara kepentingan nasional dan daerah, 

dimana kepentingan daerah yang berdasarkan kondisi, kehasan, dan kerifan lokal 

tetap bersinergi terdahap kepentingan nasional dalam menjalankan roda 

pemerintahan. 

1.6 Ruang Lingkup Penelitian  

Lingkupnya penelitian ini agar peneliti dapat menggambarkan secara 

spesifik, jelas, dan lengkap untuk menghindari penyimpangan dalam penulisan 

skripsi. Penelitian ini terfokus pada : 

1. Penelitian ini dilakukan di wilayah administrasi Kabupaten kepahiang 

dengan hanya memfokuskan pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten 

kepahiang Provinsi Bengkulu. Pemilihan tempat dan objek penelitian ini 

didasarkan karena data yang didapat pada studi pendahuluan yang 

menganggap bahwa DPRD Kabupaten Kepahiang belum optimal dalam 

menjalankan hak Inisiatif pengajuan rancangan peraturan daerah.  

2. Membahas proses pembentukan Perda Inisiatif DPRD Kabupaten 

Kepahiang. 

                                                                 
23 Mirza Nasution, Pertanggungjawaban Gubernur Dalam Negara Kesatuan Indonesia, 

(Jakarta: Sofimedia, 2011), hlm 169.   
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1.7 Metode Penelitian 

1.7.1 Jenis Penelitian 

SoerjonomSoekanto berpendapat  “Penelitian hukum adalah 

kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran 

khusus yang tujuanya adalah belajar tentang satu atau lebih fenomena 

hukum melalui analisis”. Metode penelitian adalah  kegiatan ilmiah yang 

didasarkan pada metode, sistem, dan gagasan tertentu, yang bertujuan 

untuk mempelajari satu atau lebih fenomena hukum tertentu melalui 

analisis.24 Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris atau 

penelitian kualitaitf dengan sumber data primer yang didapatkan melalui 

observasi, wawancara dilapangan.  

hukum empiris adalah studi hukum tentang penerapan atau 

pelaksanaan peraturan dalam praktek dalam kaitannya dengan peristiwa 

hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat25. 

1.7.2 Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian yaitu Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu. 

Objek penelitian pada Dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) 

Kabupaten kepahiang beralamat pada desa Pelangkien, Kecamatan 

Kepahiang, Kepahiang. Penulis memilih Kabupaten Kepahiang sebagai 

tempat untuk melakukan penelitian didasarkan pada studi pendahuluan 

sebelumnya yang memberi gambaran bahwa pelaksanaan hak Inisiatif dari 

DPRD Kabupaten Kepahiang dianggap belum optimal. Hal itu di 

                                                                 
24 Burhan Ashshofa, metode penelitan hukum, Rineka Cipta, Jakarta,2007, hlm.21.   
25 Abdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, , 

2004 hlm.134. 
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tunjukkan dengan Raperda dalam Propemperda Kabupaten Kepahiang 

tahun 2017 yang menujukan bahwa inisiatif DPRD Kabupaten Kepahiang 

masih sedikit dibandingkan dengan Pemerintah Daerah Kabupaten 

Kepahiang. Dalam Propemperda tersebut inisiatif DPRD hanya ada lima 

usulan sedangkan Pemerintah Daerah ada sembilan usulan. Hal tersebut 

sangat bertolak belakang dengan kewenangan DPRD yang mempunyai hak 

inisiati tetapi tidak dioptimalkan, Dari hal tersebut penulis menganggap 

perlu dilakukan penelitian pada DPRD Kabupaten Kepahiang. 

1.7.3 Jenis Data dan Sumber Data 

Dua jenis data yang digunakan: 

1. Data Primer 

 Pencarian data bersumber dari sumber pertama dilapangan atau 

sumber data primer disebut dengan data Primer.26 Data primer pada 

penelitian didapatkan melalui observasi, melakukan wawancara 

kepada instansi ataupun anggota DPRD terkait yang mempunyai data 

yang valid mengenai pelaksanaan hak Inisiatif DPRD Kabupaten 

Kepahiang. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari penelitian yang bersifat 

ikepustakaan, dataisekunder terdiri dari bahan hukumiprimer dan 

bahan hukum tersier. 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                                 
26 Burhan Bugin, 2013, Metodologi Penelitian Sosial Dan Ekonomi: Format-Format 

Kuantitatif Dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologis, Kebijakan, Publik, Komunikasi, Manajemen, 

Dan Pemasaran, Jakarta: Kencana, Hlm. 128. 
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Bahan hukum primer adalah sumber hukum yang terdiri dari 

undang-undang, catatan resmi, atau berita acara yang membuat 

keputusan oleh undang-undang dan hakim27. Arti dari bahan 

hukum primer yaitu bahan yang memiliki hukum yang mengikat 

secaraiyuridis, yaitu : 

1) Undang-Undangi DasariNegara Republik 1ndonesia tahun 

l945; 

2) Undang-Undangi Nomor l7 tahun 20l4 mengenai iMPR, 

iDPR, iDPD, dan iDPRD;  

3) Undang-UndangiNomor 23 tahun 2014 mengenai Pemda; 

4) UU No l2 Tahun 20ll mengenai Pembentukan Peraturani 

Perundang-Undangan; 

5) Permendagrii Nomor 8O Thn 20l5 mengenaiiPembentukan 

ProdukiHukum Daerah; 

6) PeraturaniDaerah KabupateniKepahiangiNomor 3 tahun 2019 

mengenai Tataicara Penyusunan Propemperda; 

7) PeraturaniDPRD KabupatennKepahiang Nomor l Tahun 

2019 mengenai TataiTertib DPRD iKabupaten Kepahiang.  

b. Bahan hukum Sekunder 

Buku teks yang bersal dari pengacara berpengaruh, jurnal, 

akademisi, preseden pengadilan, disertasi dan disertasi, disertasi, 

                                                                 
27 Peter Mahmud Marzuki, 2005, Penelitian Hukum Edisi Revisi, Jakarta: Pranada Media 

Group, Hal. 181 
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seminar, bahan kajian yang berasal hasil simposium terbaru yang 

berhubungan dengan topik skripsi, dan lainnya28.  

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data 

1. Studi Kepustakaan 

 Teknikipengumpulan dataiyang digunakan penulis merupakan 

Studiikepustakaan yaitu melalui mencari, mengiventarisasi serta 

mempelajariiperaturan perung-undangan, idoktrin-doktrin, idata-data 

sekunder sesuai dengan objekipenelitian. Dalam penulisan skripsi ini 

penulis akan mengiventarisasi dokumen-dokumen dari produk hukum 

yang berkaitan dengan DPRD Kabupaten Kepahiang.  

2. Studi Lapangan 

 Cara pengumpulan data yang kedua yang gigunakan penulis 

adalah Studi Lapangan. Pengumpulanidata dilakukan melalui observasi 

daniwawancara sehingga data yang diperoleh merupakan data lapangan 

(fie1d research). Proses obsevasi yang dilakukan dengan cara 

mengamati situasi dan kondisi dilapangan dan ditulis apa yang 

dianggap penting untuk penelitian. Wawancara merupakan sesi tanya 

jawab mengenai penelitiana dan dilakukan secara lisan atau langsung, 

dimana 2 indivudu atau lebih bertemu secara bertatapan dan mendengar 

berita atau informasi secara langsung29. Dalam penelitian ini penulis 

                                                                 
28 Johnny Ibrahim, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang: Bayumedia 

Publishing, 2010, hlm. 173. 
29 Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metodologi Penelitian, Bumi Aksara, Jakarta, 

2001, hlm. 81. 
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akan melakukan wawancara kepada Narasumber yang berasal dari 

DPRD Kabupaten Kepahiang yaitu bagian Hukum. 

1.7.5 Teknik Analisis Data  

Cara menganalis data yang dilakukan penulis adalah dengan 

pendekatan data primer dan sekunder untuk melihat fakta-fakta yang ada 

serta disajikan dalam bentuk kualitatif atau penjelasan30. 

1.7.6 Teknik Penarikan Kesimpulan. 

Perumusan kesimpulan merupakan tahap menjelaskan kesimpulan  

yang ditarik dari pengujian hipotesis31. Dalam penulisan ini, penulis 

menggunakan teknik penarikan kesimpulan induktif, artinya pola pikir 

yang menarik kesimpulan dari hal-hal tertentu, yang telah terbukti 

kebenarannya, dan kesimpulan tersebut bersifat umum.32. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
30 Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.107 
31 Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran, Kencana, Jakarta, 2015, 
32 ibid 
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